
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOM OR 9 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUB HA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimban g 

Mengingat 

DE GAN RAHMAT T HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan kete tuan Pasal 31 ndang­
Undang Nomor 23 Ta h un 2014 tentang Pem 'ntahan Daerah 
s bagaiman a telah diubah beberapa Ii, terak lr dengan 
Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2022 tentang H bungan 

angan antara Pemerintah Pusat dan Pe erint a Daerah 
perlu m enetapkam Peraturan Daerah tent g Perubahan 

ggaran Pendapatan dan Be anja Daerah T Anggaran 
2022 ; 

1. Pasal 18 ayat ( ) ndang-Undang Das Negara Republik 
Indonesia Tahun 9 45; 
Undang-U d o or 1 9 50 tentang 

emeritahan aerah a bupate Lingkungan 
Pro i s i Djawa Ba a t (Ber'ta Repub i n don sia Tahun 
1950) sebagai ana telah d iu ah n an d ng-Undang 
Nomor 4 Tahu 1968 tentang Pembentuk a Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupa en S b g den an Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 ten tang 
Pem erin ahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa B at (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo esia Nom or 2851); 

3. Undang-Undang omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentu kan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
den gan Undang-Un dang Nomor 13 Tahun 20 22 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perun dang­
Undangan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tah un 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia N omor 680 1 ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587), sebag imana 
telah beberapa kali diubah terakhir denga n Undang­
Undang omor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Republik In donesia Ta h u n 2022 omor 4, 
Tambah an Lemba r an Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

8 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang P n etapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang-Un dang omor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pen anganan Pandemi 
Coron a Virus Disease 20 19 (COVID-19) dan I a tau dalam 
rangka m enghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan I atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

9 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 2 tentang Hu bungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 10 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
201 6 tentang Perangka t Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 ten tang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara ntuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 019 (Covid-19) 
danl atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danl atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelam atan Ekonomi a sional 
L m baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
131 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6514) seba gaimana telah diubah dengan Pe aturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonom i Nasion a l Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 
P nanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

danl a tau Menghada pi Ancaman yang Membahayakan 
Perek onomian Nasion al danl atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelama tan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik In don esia Tahu n 2020 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 654 2 ; 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease (COVID-19); 

tentang 
Akibat 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tabun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia TahUIl 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7) ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu n 2020 
ten tang Pedoman Teknis Penge101aan Keuangan Da e ah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusuna n Rencana Kerja Pem erintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahu 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

2 5 . Keputu san Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi d a n Valida si Pemu takhiran 
Klasiftkasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Peren canaan 
Pembanguna n dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nom or 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Penge101aan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

27 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2010 Nom or 7) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikrnalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangka t Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembang an 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Da e ah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

3 2 . Pera turan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan B lanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran aerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10); 

Dengan Persetuju an Bersama 

D WA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN 

PERATURA DAERAH TENTANG PERUBAHAN A GGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasall 

Dalam peraturan daerah ini yang d imaksud d engan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonOID. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
pereneanaan, penganggaran, pelaksanaan, pen a tausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah n ilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi a tau ba dan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak men dapatkan imbalan 
seeara lang sung dan d igunakan untu k keperluan Daerah bagi sebesar­
be arnya kemakmuran rakyat. 

10. eu angan Daerah adalah semua h ak dan kewajiban daerah dalam r gka 
p nyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan ang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan d ngan 
h ak dan kewajiban daerah. 

11 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingka t APBD 
adalah rene ana keuanga n tahun an Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pen gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berken aan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerima an yang perlu dibayar kembali anfatau 
pengel aran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berken aan mau pun pada ta h un-tahu n angga ran berikutnya. 

14. Pedom an Penyusunan APBD adalah pokok kebij a kan seba gai petunjuk dan 
arah bagi p merintahan daerah dalam penyusunan, pembaha an dan 
penet pan APBD. 

Pa s a1 2 

Anggaran Pe d a patan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sem ula sebesar 
Rp3 .273.846.2 05 .824,00 bertambah se besar Rp180.900.6 97.404 ,00 sehingga 
menjadi Rp3.454.746.903.228,00 dengan rineian seba gai berikut: 
1. Pendapatan daerah 

a. Semula 
b. Bertambah 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b . Bertambah 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

3 . Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pemhiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp3 .130.205.287.062,00 
Rp128.614.393 .631,OO 
Rp3 .258.819.680.693,00 

Rp3.221.846.205.824,00 
Rp202.400.697.404,OO 
Rp3.424 .246.903.228,00 

Rp143 .640.9 18 .762,00 
Rp52.286.303.773,OO 

Rp 195 . 927 .222.535,0 0 



b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula 
2} Bertambahf (berkurang) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan sete1ah 

Rp52.000.000 .000,00 
Rp(21.500.000 .000,00) 

perubahan Rp30.500.000.000,00 
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp165.427.222 .535,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan RpO,OO 

Pasal3 
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Anggaran pen d a pa tan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 
dari: 
a. Pendapatan asli daerah 

I } emula Rp335.806.567.8 9,00 
2) ertambah/(berkurang) Rp21.400.064.261 ,00 
Ju lah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp357.206.632 .070 , 

b. Pen apa tan transfer 
1) Sem u la 
2} Ber tambahf (berkurang) 
Juml h pendapatan transfer setelah perubahan 

c. Lain-la in pendapatan daerah yang sah 
1) Sem u l 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumla h lain- ai pendapatan daerah ya ng 
sah s te1ah perubahan 

Pas al 4 

Rp2.775.259 .21 9 .25 ,00 
Rp107.514.329 .370,OO 
Rp2 .882.773.548.623 ,00 

Rp 19.139.500 .000 , 0 
Rp(300 .000.000 ,00) 

RplB.B39 .500.00 0 , 0 

(1) Penda p tan asli aerah s bagaim a n a dim aksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersu be dari: 
a . Pajak aerah; 

1) S m la RpB9. 085.825 .000,OO 

2) Bertambahf(berkurang) Rp 1.000.000.000,00 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp90 .0B5.825.000,00 

b. Retribusi da erah; 
1) Semula Rp9 .0B3.606.100,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp(404.910.932,OO) 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.B.678.695.168,OO 

c. Hasil penge10laan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1) Semula Rp28.447.000.000,00 
2) Bertambahf (berkurang) Rp(5 .697.244 .290,00) 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 
daerah setelah perubahan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah setelah perubahan 

Rp22.749.755.710,OO 

Rp209.190.136.709,00 
Rp26.502.219.483,00 

Rp235.692.356.192,OO 
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(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b , 
bersumber d ari: 

(3) 

a. Transfer pernerintah pusat 
1) Sernula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah transfer pemerintah pusat 
sete lah perubahan 

b. Transfer antar daerah 
1) Semula 
2) Bertambahf{berkurang) 
Jumlah transfer antar daerah 

sete1ah peru baha n 

Lain -lain pendapatan daerah yang sah 
Pa sal 3 huruf b , bersumber dari: 
a. Pe dapatan hi bah 

1) Semula 
) Bertambahf (berkurang) 

J u mlah h i bah sete1ah peru bah a n 

Pasal 5 

Rp2.6 19.443.72 1.000,00 
Rp4.907.710.935,00 

Rp2 .624.35 1.431 .935 ,00 

Rp 155.815.498.253,00 
Rp 1 02.606.6 18.435,00 

Rp258.422.116.688,00 

sebagaimana dimaksud d am 

Rp1 9 . 139.500.000,0 
Rp(300.000.000 ,00) 
Rp18.839.500.000 , 0 

Anggaran belanja daerah se agaimana dimaksud dalam Pasal2, terdiri ata s: 
a. Be1anj a operasion ; 

1) Sem u la 
2) Bertarnbahf{berkurang) 
Jumlah belanja operasio al setelah 
perubah 

b. Belanja Modal; 
1) Sem la 
2) Bertambahf{berkura n g) 
Jumlah belanja modal setelah perubahan 

c . Be1anja Tidak Terduga 
1) Sernula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah belanja tidak terdu ga setelah perubahan 

d. Belanja Transfer; 
1) Semula 
2) BertambahJ (berkurang) 
Jumlah belanja transfer setelah perubahan 

Pasal6 

Rp2 .30 1.122.047.776,00 
Rp84.733.833.562 0 0 

Rp2.385.855.88 1.3 38 ,00 

Rp1 83.729 .892 .938,00 
Rp 152.042.5 1 1.865 00 
Rp33 5 .772.404 .803,00 

Rp40 . 000.000.000,00 
Rp(4 .316 .491.430) 
Rp35.683.508.570,00 

Rp696.994.265 .110 ,00 
Rp(30.059.156.593).00 
Rp666.935.108.517,00 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

Rp 1.439 .09 8 .375.655,00 
Rp(8 .395.932.513)'00 
Rp1.430.702.443.142 ,00 



b. Belanja barang dan jasa; 
1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah 
perubahan 

c. Belanja hibah; 
1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan 
d. Belanja bantu an sosial; 

1) Sem ula 
2 Bertambah/ (berkurang) 
J u m lah belanja bantuan so sial setelah 

erubahan 

Rp561 .641 . 786.271,00 
Rp291.218.928.925,00 

Rp852.860.715 . 196 00 

Rp297.881.885.850,00 
Rp(20 1.103.712.850,00) 
Rp96.778. 173.000,00 

Rp 2 .500.000. 000 ,00 
Rp3.0 14.550.000,00 

Rp5.514.550.000,00 
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(2) Belanja tidak terduga sebagaimana d im aksud dalam Pasal 5huruf c, terdiri 
ata belanja tidak terduga , yaitu: 
a. em ula 
b. ertambahf (berkurang) 
Ju ah be1anja tidak terduga setelah 
Peruba han 

Rp40. 000.000.000,00 
Rp(4 .316.49 1.430)' 0 

Rp35.683.508.570, ° 
(3) Bela da transfer sebagaimana dima ksu d dalam Pasal 5 huruf d, terdir i atas: 

a. Belan' a bagi h asil 
1) Sem la Rp9.8 16.943.110 ,00 
2) Bertamba h /{berkurang) Rp832 .643.407,OO 

Jumlah belanja bagi h asil setelah perubahan Rp10.649 .586.51 7 ,00 
b. Belanja bantuan keu angan. 

1) S mula Rp687.1 77.322.000,00 
2) Berta m bahf (berkurang) Rp(30.89 1.800.000,OO) 
Jum lah belanja bantuan keuan gan 
setelah perubahan 

Pa sal 7 

Rp6S6.28S.S2 2 .000,00 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; 

1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp143 .640.918.762,00 
RpS2.286.303.773,OO 

Rp 195.927.222.535,00 

RpS2. 000.000.000,00 
Rp(21.500.000.000,OO) 

Rp30.500.000.000,00 
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Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 
yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 
1) Semula Rp143 .640.918.762,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp52.286.303.773,OO 
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp195.927.222.535,00 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
yaitu pemberian pinjaman dana bergulir. 
(1) Semula Rp52 .000. 000. 000,00 
(2) Bertambah/ (berkurang) Rp(21 .500.000.000 ,OO) 
J m ah pengeluaran pembiayaan setelah 

erubahan Rp30.500. 000 .000,00 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah aerah 
Kabu paten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
danl atau pen geluarannya m elebihi pagu yang d itetapkan dalam Peraturan 
Daerah 'ni, yang pelaksanaannya d ilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Pera ra n Pe ndang-undangan. 

(2) Kea aan darura s bagaimana dimaksu d pad a ayat (2) meliputi: 
a. B n eana alam, bene ana non-alam, beneana osial danl atau keja dian luar 

b iasa; 
b. Pelaksanaan operasi penearian dan pertolongan; dan/ a tau 
c. Kerusakan sarana/p ra sarana yang dapat m n gganggu k giatan pelayanan 

p blik. 

(3) Keperlu an m endesa k sebagaimana d imaksu d p da ayat (1) meliputi: 
a. Keb u tuhan daerah dalam ra n gka Pelayanan Dasar ma syarakat yang 

anggarannya belu m tersedia dala m tahun anggaran berjalan; 
b . Belanja daerah yang bersifat men gikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pem erintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-un danga n;dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang a pabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerinta Daerah dan atau 
masyarakat. 

Pasal10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tereantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 



b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d . Lampiran IV 

e . Lampiran V 

f . Lamp ·ran VI 

g. Lam ira n VII 

h. Lampiran VIII 

1. Lamp · an IX 

J. Lamp · an 

k. Lampi a n XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 
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Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikas i Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pem biayaan; 

Rekapitu lasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progr am, Kegiatan 
Beser a Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Da erah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusa n Pemerin tah Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keu a ngan 
Negara; 

Rekapitulasi Peruba h a n Belanja Untuk Pemenu h an P ; 

Sinkron isasi Program pad a RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

Sinkron isa si Program, Kegia tan dan Su b Kegiatan pada 
Perubahan RKPD d an Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

aftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Gol n gan da n 
Per abatan; 

a 0 an Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; da n 

Daftar Pinjaman Daerah; 

Daftar Penyertaan Moda l Daerah dan In vesta s i Daerah 
Lain a ; 

Daftar Perkiraan Pen ambahan dan Pen guranga n Aset Lain­
lain; 

Daftar Sub Kegia tan Tahu n An ggaran Sebelumnya Yang 
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Yang Direnca n akan; 

Daftar Dana Cadangan; 

Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 11 

Bupat i menetapkan Peraturan Bupati ten ta n g Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 12 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini den gan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

gk 

• .lIII..&Y.l.Z1I.,LI ZEN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATE N TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMO ~ 

NOREG ERATURA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, P 0 NSI JAWA 

BARAT: (9 / 2 16/2022). 
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